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ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen keuangan Islam dengan potensi besar di
Indonesia, namun realisasinya masih rendah akibat berbagai hambatan struktural.
Penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 18 Ayat (2) UU No. 23 Tahun
2011 tentang persyaratan pendirian izin operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ),
yang mensyaratkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Regulasi ini menimbulkan ketidakadilan struktural karena menciptakan hubungan
yang timpang antara BAZNAS sebagai regulator sekaligus operator dengan LAZ
sebagai lembaga masyarakat. Ketimpangan ini tercermin dari tingginya angka
penolakan rekomendasi, lamanya proses perizinan, dan marginalisasi peran LAZ,
yang akhirnya menghambat optimalisasi potensi zakat nasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris
dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data
dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pemangku
kepentingan. Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Hukum Kewenangan
untuk menganalisis legitimasi kewenangan BAZNAS, dan Critical Legal Studies
(CLS) untuk mengkritik klaim netralitas hukum serta mengungkap relasi kuasa
dan kepentingan politik di balik regulasi tersebut. Kedua teori ini digunakan untuk
menganalisis kesenjangan antara idealitas regulasi dan realitas implementasinya.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat tumpang tindih distribusi
kewenangan antar BAZNAS dan LAZ. Akibatnya terdapat dominasi kewenangan
super power yang dimiliki BAZNAS, sehingga memunculkan problematika
lanjutan seperti conflict of interest, bias penafsiran norma, serta hambatan
administrative terhadap perizinan operasional LAZ. Perspektif teori hukum
kewenangan, status atribusi kewenangan BAZNAS sah di hadapan hukum.
Namun, adanya tumpang tindih distribusi kewenangan menyebabkan hubungan
antar regulasi, praktik managerial, serta control terhadap tata kelola zakat menjadi
tidak optimal. Kemudian, perspektif teori critical legal studies, ketentuan pasal 18
ayat 2 UU No. 23/2011 merefleksikan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan
negara dalam mengontrol ruang sosial keagamaan umat Islam. Hal ini disebabkan
pada hakikatnya hukum selalu lahir dari konfigurasi kepentingan politik dan
ekonomi yang dominan. Dengan demikian, problematika ketidakadilan struktural
pada perizinan LAZ bukan hanya masalah teknis, namun representasi kekuasaan
negara atas sumber daya keagamaan umat Islam.

Kata Kunci: Critical Legal Studies; Ketidakadilan Struktural; Kewenangan
BAZNAS; Perizinan LAZ; UU Pengelolaan Zakat.
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ABSTRACT

Zakat is an Islamic financial instrument with significant potential in
Indonesia, yet its realization remains low due to various structural obstacles. This
study focuses on the implementation of Article 18 Paragraph (2) of Law No. 23 of
2011 concerning the requirements for establishing the operational permits of
Zakat Management Organizations (LAZ), which mandates a recommendation
from the National Zakat Agency (BAZNAS). This regulation creates structural
injustice by establishing an imbalanced relationship between BAZNAS as both
regulator and operator, and LAZ as civil society institutions. This imbalance is
reflected in the high rate of recommendation rejections, lengthy licensing
processes, and the marginalization of LAZ roles, ultimately hindering the
optimization of national zakat potential.

This research employs a normative-empirical legal research method with
statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through
document studies and interviews with stakeholders. The theoretical framework
used includes the Theory of Authority to analyze the legitimacy of BAZNAS'
authority, and Critical Legal Studies (CLS) to critique the claim of legal
neutrality and uncover power relations and political interests behind the
regulation. These theories are used to analyze the gap between regulatory ideals
and implementation realities.

The results of the study show that there is an overlap in the distribution of
authority between BAZNAS and LAZ. As a result, there is a dominance of the
super power authority owned by BAZNAS, thus giving rise to further problems
such as conflicts of interest, bias in the interpretation of norms, and
administrative obstacles to LAZ's operational licensing. From the perspective of
legal theory of authority, the status of attribution of authority of BAZNAS is legal
before the law. However, the overlap in the distribution of authority causes the
relationship between regulations, managerial practices, and control over zakat
governance to be suboptimal. Then, from the theoretical perspective of critical
legal studies, the provisions of article 18 paragraph 2 of Law No. 23/2011 reflect
the law as a tool of legitimacy of state power in controlling the social and
religious space of Muslims. This is due to the fact that law is always born from the
configuration of dominant political and economic interests. Thus, the problem of
structural injustice in LAZ licensing is not only a technical problem, but a
representation of state power over the religious resources of Muslims.
Keywords: BAZNAS Authority; Critical Legal Studies; LAZ Licensing; Structural
Injustice Zakat Management Law.
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MOTTO

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan)
Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.

Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan”.

(Al-'Ankabut : 69)

“Berbuat baiklah tanpa menunggu balasan, karena balasan terbaik datang dari
Allah”

-Imam Junaid Al-Baghdadi-

“Facta sunt potentiora verbis”

“Hidup adalah tentang perjalanan, jadikan setiap langkah sebagai pelajaran dan
pengalaman berharga”.

-A’immatur Rosidah-
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu sumber instrumen keuangan Islam yang secara

teoritik memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,

termasuk di Indonesia. Secara empiris, berdasarkan data yang disampaikan oleh

wakil ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI), pada

tahun 2022 potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 Trilliun. Potensi ini setara

dengan 75% dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang

diproyeksikan oleh negara dalam perlindungan sosial.1 Fakta ini mengaskan

bahwa zakat sebagai instrument keuangan Islam memiliki kapasitas nyata sebagai

instrument pendukung dalam peneingkatan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan data potensi Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan

Lainnya (ZIS-DSKL), secara empiris pada periode 2022 hingga 2024 baik

BAZNAS maupun LAZ berhasil menghimpun dana secara berturut-turut sebesar

Rp22.485.332.092.226,2 Rp32.321.191.779.419,3 dan Rp40.509.861.462.190.4

1 A’immatur Rosidah, Lathifah Sholatiah, and Nurul Lailaturrokhmah, “Analysis of the
Achievement of Zakat Distribution and Utilization by the BAZNAS from the Perspective of
Maqashid Syariah Jaseer Auda,” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah,
Vol.10:1 (2025), hlm 14, https://doi.org/10.24235/jm.v10i1.19634.

2 Badan Amil Zakat Nasional, Laporan Pengelolaan Zakat Nasional, (BAZNAS Badan
Amil Zakat Pusat Kajian Strategi, 2023).

3 Badan Amil Zakat Nasional.

4 Badan Amil Zakat Nasional, Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun
2024, (Jakarta, 2024).
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Data tersebut menunjukkan penghimpunan dana tiap tahunnya mengalami

pertumbuhan positif secara konsisten.

Meskipun realisasi perhimpunan ZIS-DSKL mengalami pertumbuhan positif

pada setiap tahun, secara factual dari tahun 2022 hingga 2024 total perhimpunan

sebesar Rp95.316.385.333.835 atau setara dengan 29,15% dari potensi yang ada.

Fenomena ini menujukkan bahwa realisasi penghumpunan dana dikatakan belum

maksimal. Hal ini dikarenakan masih terjadi kesenjangan yang signifikan antara

potensi dan realisasi zakat. Oleh karena itu, optimalisasi penghimpunan zakat

masih menjadi tantangan terbesar bagi lembaga pengelola zakat.

Sebagai upaya memaksimalkan potensi zakat, penting untuk menciptakan

sinergi dan integrasi antar elemen yang baik. Menurut teori fungsionalisme

struktural Talcott Parsons, integrasi sosial dapat berlangsung secara baik dan

normal apabila setiap elemen atau aktor dalam masyarakat mampu menjalankan

fungsi dan perannya sesuai dengan struktur yang ada. Jika elemen-elemen ini

bersatu, maka akan terbentuk keteraturan sosial dalam masyarakat. Jadi, ketika

elemen tertentu dari suatu sistem atau struktur tidak ada atau tidak berfungsi

sebagaimana mestinya, struktur tersebut tidak akan berjalan dan menimbulkan

ketidakadilan struktur. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa struktur dan fungsi

suatu masyarakat atau elemen saling mempengaruhi satu sama lain dan sangat

terkait satu sama lain.5

Dalam konteks pengelolaan zakat, system atau elemen yang dimaksud terdiri

atas pemerintah/kemenag, BAZ, LAZ, muzzaki, dan mustahik. Supaya semua

5Ritzer George, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Jakarta:
PT.Rajagrafindo Persada, 2011).
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system berjalan dengan optimal dalam melakukan penghimpunan dan

pendayagunaan zakat, maka setiap subsistem harus menjalankan perannya tanpa

dominasi atau pengebirian terhadap suatu system yang lainnya. Namun

berdasarkan fakta empiris, terdapat kegelisahan dan problematika yang

mengindikasi ketidakadilan struktural pada system.

Dilihat dari regulasi, system pengelolaan zakat di Indonesia diatur didalam

Undang-Undang No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat yang merupakan

amandemen dari Undang-Undang No. 38 tahun 1999. Kemudian sebagai

pelaksana UU No. 23/2011, tiga tahun kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23/2011.

Selain dari dua regulasi tersebut, juga masih ada regulasi turunan baik yang

dikeluarkan oleh pemerintah, Kementrian Agama, maupun Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) yang merupakan suatu badan yang melalui UU No. 23/2011

diberi otoritas untuk menjalankan fungsi regulator dan eksekutor dalam

pengelolaan zakat di Indonesia.6

UU No. 23/2011 sejatinya belum sempurna. Hingga sampai saat ini masih

dipersengketakan oleh beberapa kalangan. Salah satunya adalah adanya Judicial

Review (JR) terhadap UU No. 23/2011 yang diajukan oleh Yayasan Dompet

Dhuafa Republika, Perkumpulan Forum Zakat (FOZ) Jakarta, serta pemohon

perseorangan pada tanggal 15 Juli 2024 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dari

6 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
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judicial review tersebut, terdapat beberapa poin yang menjadi sorot persoalan

salah satunya diantaranya adalah pasal 17, 18, dan 19.7

Pasal 18 ayat 2 merupakan salah satu pasal yang pernah diajukan dalam

permohonan Judical Review (JR) pada tahun 2012. Hal ini tersebut disebabkan

oleh anggapan bahwa ketentuan yang pada pasal tersebut merugikan hak

konstitusional para pemohon. Klausul dalam pasal tersebut menempatkan LAZ

yang didirikan oleh masyarakat sipil sebagai entitas bagian yang berada di bawah

pengawasan BAZNAS. Pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa

pembentukan LAZ hanya bertujuan untuk membantu BAZNAS.8 Padahal pada

hakikatnya tujuan utama keberadaan institusi BAZNAS dan LAZ adalah untuk

saling bersinergi agar pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif

dan efisien. Dengan demikian, manfaat zakat dapat dioptimalkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan di

Indonesia.9

Kajian mengenai problematika perizinan LAZ sebagai implikasi dari

implementasi UU No. 23/2011 merupakan isu yang sangat penting untuk dikaji

secara kritis. Berdasarkan dari hasil evaluasi, beberapa pasal yang memuat

ketentuan tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memberikan previlage besar

kepada BAZNAS. Previlage ini menimbulkan persaingan yang tidak setara antara

7 Pemohon, “Petitum Permohonan Uji Materil UU No. 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat,” 2024, hlm.4.

8 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi No.
86/PUU-X/2012,” Pub. L. No. No. 86/PUU-X/2012, 12 (2012), hlm. 11.

9 Muhammad Aziz, “Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat
Yang Profesional,” Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 4:1 (2014), hlm 1–17.
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BAZNAS dan LAZ, terutama melalui ketentuan persyaratan perizinan LAZ yang

diatur dalam pasal 18 ayat 2. Ketentuan tersebut mewajibkan LAZ untuk

memperoleh surat rekomendasi dari BAZNAS, yang dalam praktiknya menjadi

hambatan administrative yang signifikan. Dengan demikian pengaturan yang

tercantum dalam pasal dan undang-undang tersebut berpotensi membatasi peran

dan kemandirian LAZ dalam pengelolaan zakat.

Di sisi lain, LAZ yang dibentuk oleh masyarakat sipil justru memperoleh

kepercayaan tinggi dari muzaki. Mereka menilai, ketika dibandingkan dengan

BAZNAS, institusi ini lebih terpercaya, amanah, professional, dan akuntabel.10

Namun demikian, UU No. 23/2011 tidak mengatur syarat pembentukan BAZNAS

secara ketat seperti halnya ketentuan yang terdapat pada LAZ. Syarat

pembentukan BAZNAS yang tercantum dalam UU ini hanya berkaitan dengan

ketentuan keanggotaan. Ketimpangan pengaturan ini semakin diperparah dengan

adanya dukungan pembiayaan operasional BAZNAS yang bersumber dari

APBN/APBD. Sementara, LAZ harus secara kreatif mengerahkan kemampuan

dalam penghimpunan dana untuk memenuhi kebutuhan hak amil, operasional,

maupun penyaluran kepada mustahik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

regulasi yang ada belum mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan antara

BAZNAS dan LAZ dalam system pengelolaan zakat di Indonesia.

Selain itu, problematika yang sering menjadi perdebatan public adalah

pemberian wewenang yang super power kepada BAZNAS sebagai lembaga yang

10Vedro Imanuel Girsang, “Pengamat Sebut UU Pengelolaan Zakat Banyak Rugikan LAZ
Bentukan Masyarakat,” Tempo.co, 2024, https://www.tempo.co/ekonomi/pengamat-sebut-uu-
pengelolaan-zakat-banyak-rugikan-laz-bentukan-masyarakat-1165410, akses 23/04/2025.
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menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai regulator sekaligus operator zakat.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan conflict of interest dan persaingan dalam

pengumpulan zakat, sehingga dapat menghambat proses pengoptimalan potensi

dana filantropi islam yang sangat besar untuk penanggulangan kemiskinan di

Indonesia.11

Seorang pakar Hukum dari Universitas Indonesia membenarkan bahwa

conflict of interest dalam tata kelola zakat di Indoneisa, khususnya pemberian

peran ganda kepada BAZNAS berpotensi menimbulkan masalah dalam

pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang adil. Hal tersebut terjadi

karena lembaga yang berfungsi sebagai regulator sekaligus operator berpeluang

membuat dan menetapkan regulasi yang menguntungkan dirinya sendiri, sehingga

berimplikasi pada marjinalisasi LAZ.12

Menurut putusan mahkamah konstitusi, Pasal 18 ayat 2 huruf c yang

substansinya menjelaskan tentang persyaratan pendirian LAZ harus mendapatkan

rekomendasi BAZNAS sejatinya bukan menjadi pihak yang menentukan apakah

sebuah lembaga dapat menjadi LAZ. Namun dalam kasus ini, BAZNAS hanya

ditunjuk oleh negara untuk membantu menilai izin pendirian LAZ. Oleh karena

itu, menurut periksaan MK adanya ayat ini tidak menimbulkan masalah

konstitusionalitas, sehingga diputuskan tidak beralasan secara hukum.13

11 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No.
86/PUU-X/2012, hlm. 20.

12 Mimi Kartika, “IDEAS: UU Pengelolaan Zakat Sebabkan Kerugian Bagi Mustahik
Dan Muzaki,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21936, akses 06 Mei 2025.

13 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 102.
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Namun demikian, keputusan MK tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di

lapangan. Dalam kenyataannya, Menteri Agama menetapkan peraturan tentang

izin pembentukan LAZ melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) 333/2015

BAB II yang memberikan penegasan bahwasannya izin untuk LAZ Nasional

diberikan oleh menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS, begitu

pula untuk LAZ provinsi dan kabupaten.14

Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) melalui penelitiannya

mengungkapkan bahwa proses pengajuan izin guna memperoleh rekomendasi

BAZNAS dalam pendirian LAZ memerlukan waktu lebih dari empat puluh hari,

disebabkan adanya regulasi yang mensyaratkan rekomendasi tersebut. Menurut

Bambang Suherman (ketua FOZ), proses perizinan pengoperasian LAZ yang

harus dilakukan oleh BAZNAS menghambat partisipasi masyarakat dalam zakat.

Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, dia menyatakan bahwa proses

perizinan yang mengharuskan ke BAZNAS terlebih dahulu untuk mendapatkan

rekomendasi baru kemudian mengajukan ke kemenag memerlukan waktu yang

lama dan dapat menghambat partisipasi masyarakat yang luas dalam

mengumpulkan dana. Idealnya lamanya proses pemberian rekomendasi menurut

Perbaznas No. 3 Tahun 2019 sebagaimana yang termaktub dalam pasal 8 dan 14

menerangkan, penyelesaian rekomendasi izin harus dilakukan dalam kurun waktu

20 hari kerja sejak berkas permohonan yang diajukan dinyatakan lengkap dan

diterima oleh BAZNAS. Demikian pula, proses penerbitan rekomendasi izin

ditetapkan dengan batas waktu 20 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan

14 Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin
Pembentukan Lembaga Amil Zakat, BAB III.
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dianggap lengkap oleh BAZNAS.15 Namun dalam fakta realitasnya berdasarkan

beberapa keterangan dari LAZ, waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin

rekomendasi tersebut sangat lama hingga bertahun-tahun bahkan banyak juga

LAZ yang ditolak permohonan rekomendasinya.

Penelitian Shafira Balqis dengan judul “Optimalisasi Peran Lembaga Amil

Zakat dalam Pengelolaan Zakat (Studi LAZ di Purbalingga)” menunjukkan bahwa

persyaratan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c UU Pengelolaan

Zakat dapat menyebabkan proses permohonan izin pembentukan LAZ menjadi

kurang efektif. Ketidakefektifan dapat terjadi karena semua permohonan

rekomendasi LAZ akan menumpuk di BAZNAS dan memakan lebih banyak

waktu dan biaya.16

Data empiris yang dirilis oleh BAZNAS memperkuat penelitian tersebut. Data

ini menunjukkan, sejak tahun 2014 – 2020 terdapat 172 permohonan rekomendasi

LAZ kepada BAZNAS, namun dari jumlah tersebut yang diberikan rekomendasi

hanya sejumlah 87 permohonan/LAZ. Sisanya sebesar 85 permohonan/LAZ tidak

diberikan rekomendasi.17 Dengan demikian dapat diketahui, persentase LAZ yang

ditolak permohonannya sangat besar hampir 50% dari jumlah permohonan.

15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 61.

16 Shafira Balqis, “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat
(Studi LAZ Di Purbalingga),” Jurnal Universitas Sebelas Maret, n.d.,hlm. 67.

17 Divisi Hukum dan Kelembagaan, and Bagian Pemberian Rekomendasi, “Prosedur
Pemberian Rekomendasi Laz,” No. 3 (2019).
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Gambar 1. 1 Rekapitulasi Permohonan Rekomendasi LAZ

Source: Laporan Divisi Hukum dan Kelembagaan
Bagian Pemberian Rekomendasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) BAZNAS RI

Selaras dengan temuan data pada gambar 1.1, tahun 2023 Kementrian Agama

merilis artikel yang menyebutkan terdapat 108 lembaga pengelola zakat yang

beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari Kemenag.18 Temuan ini

menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai penyebab kondisi tersebut, apakah

disebabkan oleh tidak berjalannya fungsi struktural yang berujung pada

ketidakadilan strukural atau justru berasal dari problematika internal lembaga

pengelola zakat itu sendiri.

Perolehan izin legalitas bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menjadi hal

yang krusial, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun

2011 yang menegaskan bahwa pembentukan LAZ harus mendapatkan izin dari

Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan. Kemudian, ketika ditelusuri secara

idealitas regulasi, tujuan asal adanya persyaratan izin rekomendasi BAZNAS

dalam perizinan LAZ diperuntukkan untuk menjamin kredibilas dan akuntabilitas

lembaga pengelola zakat serta untuk mengawal tata kelola zakat yang sesuai

18 Pemohon, “Petitum Permohonan Uji Materil UU No. 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat”, hlm. 11.
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dengan prinsip aman syari, aman regulasi, dan aman NKRI. Namun dengan

adanya data penolakan pemberian rekomendasi sebagaimana data yang tercantum

dalam gambar 1.1 menunjukkan bahwasannya implementasi dari regulasi tersebut

sedikit demi sedikit telah melenceng dari tujuan asalnya untuk melindungi

masyarakat dengan menjamin kredibilas dan akuntabilitas namun lebih kepada

adanya indikasi upaya memarjinalkan LAZ agar LAZ tersebut menjadi LAZ

illegal yang nantinya akan berpengaruh terhadap buruknya kepercayaan

masyarakat terhadap kredibilitas LAZ.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut, problematika seperti ini lah yang

menyebabkan ketidakseimbangan system sehingga dapat berujung pada adanya

ketidakadilan atau ketimpangan structural. Iris Marion Young mendefinisikan

ketidakadilan structural sebagai, “harms that come to people as a result of

structural processes in which many people participate. (Young 2003: 7)”19 Ketika

dikontekstualisasikan dalam pengelolaan zakat, ketidakadilan ini tertanam kuat

dari segi desain kelembagan dan regulasi yang tampak netral, namun justru

dibaliknya membentukan suatu ketimpangan yang dialami oleh kelompok tertentu.

Indikator ketidakadilan structural dijelaskan oleh Young dalam bukunya yang

berjudul “Justice and The Politics of Difference”. Menurut Young, ketidakadilan

structural dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain:20 Pertama,

19 Iris Marion Young, “Political Responsibility and Structural Injustice,”
scatter.wordpress.com, accessed August 23, 2025, https://scatter.wordpress.com/2018/07/05/iris-
marion-young-political-responsibility-and-structural-injustice/.

20 Iris Marion Young, “Justice and the Politics of Difference,” Princeton Readings in
Political Thought: Essential Texts from Plato to Populism, Second Edition, 2018, 729–37,
https://doi.org/10.2307/j.ctv19fvzzk.71.
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dilanggengkannya organisasi kelembagaan yang sistematis. Dalam konteks ini,

pemberian peran ganda sebagai regulator kepada BAZNAS yang berwenang

sebagai lembaga pemberi rekomendasi atas perizinan LAZ dan sekaligus sebagai

operator zakat merupakan sebuah desain kelembagaan yang secara sistematis

melanggengkan ketimpangan kekuasaan. Kondisi tersebut membentuk norma

yang berkembang dalam masyarakat bahwa kedudukan BAZNAS berada pada

posisi lebih tinggi daripada LAZ.

Kedua, terdapat aturan dan praktik yang dapat menciptakan ketimpangan.

Dalam konteks ini, persyaratan rekomendasi BAZNAS (Pasal 18 Ayat 2c), yang

tampak netral secara prosedural, justru menciptakan "gerbang" yang tidak setara.

Tingginya angka penolakan (hampir 50%) dan proses berlarut-larut yang

melampaui batas waktu yang ditetapkan membuktikan bagaimana aturan ini

menghasilkan dampak yang berbeda (differential impact) dan sangat merugikan

bagi LAZ.

Ketiga, struktur kelembagaan secara tidak sengaja dapat memperkuat hirarki

sosial melalui kebijakan yang tampak netral. Struktur yang termaktub dalam UU

No. 23/2011 pada akhirnya cenderung mempertahankan hirarki dimana BAZNAS

sebagai lembaga negara non-struktural yang ditempatkan sebagai lembaga yang

dominan yang mendapatkan subsidi operasional dari APBN dan keistimewaan

lainnya, sementara LAZ sebagai lembaga masyarakat diposisikan sebagai

subordinat yang memerlukan legitimasi.

Berdasarkan dari teori ketidakadilan struktural menurut Iris Marion Young

membuat peneliti tertarik untuk mencoba mendekonstruksi anggapan
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bahwasannya sebuah regulasi yang dibuat oleh pihak yang berwenang bersifat

netral dan berfokus untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat

dengan memanfaatkan pendekatan hukum kritis. Dengan memanfaatkan

pendekatan hukum kritis penulis dapat mengurai akar permasalah yang

menyebabkan adanya bias kuasa yang terkandung dalam teks regulasi pengelolaan

zakat diatas terhadap problematika pendirian izin operasional LAZ di Indonesia.

Sehingga ketika persoalan ini dapat terurai diharapkan dapat dilakukan evaluasi

dampak-dampak yang ditimbulkan baik dari aspek ekonomi dan sosial guna dapat

menjadi salah satu rekomendasi dan bahan pertimbangan dalam melakukan revisi

Undang-Undang no. 23/2011 sebagaimana yang telah diamanatkan oleh MK

melalui JR untuk segera melakukan revisi dalam dua tahun kedepan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk atribusi kewenangan BAZNAS dalam perizinan LAZ

menurut UU No. 23/2011 dan dampaknya terhadap kemandirian LAZ?

2. Mengapa regulasi pendirian izin operasional LAZ pada pasal 18 ayat 2 UU

No. 23/2011 beserta turunannya menciptakan ketidakadilan structural

dalam pengelolaan zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk atribusi kewenangan BAZNAS dalam perizinan

LAZ serta dampaknya terhadap kemandirian LAZ
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2. Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan ketidakadilan structural

dalam implementasi pasal 18 ayat 2 UU No. 23/2011 beserta turunannya

terkait syarat pendirian izin operasional LAZ

Kemudian dengan adanya penelitian ini, penulis berharap substansi dari

penelitian tesis ini dapat memberikan sumbangsih manfaat baik secara teoritis

maupun praktis sebagaimana uraian pada penjelasan berikut:

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi siginifikan

dalam pengembangan Khazanah keilmuan Hukum Administrasi Negara dan

studi hukum kritis. Dengan melakukan kajian terhadap hubungan kewenangan

yang dimiliki oleh BAZNAS dalam tata kelola zakat maka dapat dilakukan

analisis terhadap bagaimana implementasi asas legalitas dengan melihat

sumber kewenangannya berasal. Selain itu, pendekatan melalui critical legal

studies juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam melakukan kajian

kritis terhadap implementasi regulasi zakat. Pendekatan ini berhasil

mendekonstruksi klaim netralitas hukum dan mengungkap bahwasannya UU

Pengelolaan Zakat tidak hadir dari ruang hampa namun terbentuk dari tarik

menarik kepentingan politik dan kekuasaan yang berujung pada ketidakadilan

structural. Berdasarkan dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya

kontribusi secara teoritis pada penelitian ini terletak pada kemampuan dalam

menghubungkan teori hukum kewenangan dengan critical legal studies yang

berguna untuk membaca problematika gap yang sering terjadi antara

kebijakan publik dengan implementasinya.
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2. Aspek Praktis

Pada aspek praktis, penelitian ini dapat berkontribusi sebagai bahan

pertimbangan yang dapat digunakan pegiat filantropi Islam dan para

pemangku kebijakan dalam upaya melakukan perubahan atau revisi terhadap

UU No.23/2011 sebagaimana amanat putusan MK No. 97/PUU-XXII/2024

tentang Judical Review terhadap UU Pengelolaan Zakat yang mengamanatkan

untuk melakukan pemisahan kewenangan, tugas, dan fungsi antara regulator

dan operator yang selama ini full power di BAZNAS yang merupakan OPZ

bentukan pemerintah. Dengan adanya pemisahan ini diharapkan dapat

menciptakan good zakat governance dengan tata kelola zakat yang lebih adil,

transparan, dan akuntabel. Dengan focus kritik terhadap tata kelola perizinan

LAZ, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai bahan evaluasi

bagi pemangku kebijakan agar dapat menciptakan system birokrasi perizinan

dan pengawasan yang adil, cepat, tidak berbelit-belit, dan efisien demi

menunjang optimalisasi potensi zakat nasional agar dapat bermanfaat besar

untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian Zainab, S.H dengan judul “Legalitas Formil dan Legalitas Substantif

Lembaga Amil Zakat Tradisional (Studi Kasus di Baitul Maal Masjid

Jokokariyan Yogyakarta)”. Penelitian ini menggabungkan studi lapangan dan

studi pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini

menggunakan teori asas legalitas sebagai pisau analis untuk memecahkan problem
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yang menjadi objek penelitian. Hasil mpenelitian menunjukkan bahwasanya

penerapan UUPZ pada Baitul Maal Masjid Jogokarian Yogyakarta tidak optimal.

LAZ yang berada di bawah Baitul Maal tersebut belum memperoleh standar

perizinan dari otoritas yang berwenang. Namun memiliki legalitas substantif dari

dukungan masyarakat. Meskipun tidak ada legalitas formil, eksistensi dari Baitul

Maal ini tidak terpengaruh. Ketika dilihat dari perspektif hukum positif, tindakan

hukum yang dilakukan oleh amil pada LAZ ini melanggar ketentuan hukum.

Namun ketika dilihat dari perspektif hukum Islam, tindakan amil ini tetap berlaku

namun dengan kategori yang belum syar’i.21 Penelitian ini memiliki kesamaan

dengan judul tesis yang akan penulis teliti karena sama-sama membahas tentang

aspek legalitas LAZ, namun perbedaannya terletak pada teori yang digunakan

serta problematika pencetus masalah yang diangkat. Penelitian yang penulis teliti

lebih mengarah pada problematika pemberian rekomendasi BAZNAS dalam

pendirian dan perpanjangan izin operasional LAZ.

Penelitian Mohd. Zaki dengan judul “Legalitas Lembaga Amil Zakat dalam

Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus

BAZNAS Kota Tangerang Selatan)”. Penelitian ini berfokus pada kajian

legalitas amil zakat dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan terkait pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kewajiban memperoleh legalitas bagi pengelola zakat tidak memiliki

perbedaan yang signifikan antara ketentuan hukum Islam dan regulasi perundang-

21 Zainab, “Legalitas Formil Dan Legalitas Subtantif Lembaga Amil Zakat Tradisional
(Studi Kasus Di Baitul Maal Masjid Jokokariyan Yogyakarta,” Tesis Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga (2020), hlm 1–130.
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undangan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul tesis yang akan penulis

teliti karena sama-sama membahas tentang aspek pentingnya legalitas bagi setiap

pengelola zakat, namun perbedaannya terletak pada variable masalah yang

menjadi focus penelitian. Penelitian yang penulis teliti lebih mengarah pada

telaah dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi BAZNAS dalam pendirian dan

perpanjangan izin operasional LAZ. 22

Penelitian Fauza Shofia dengan judul “Peran dan Upaya Kementrian

Agama dalam Melakukan Pengawasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang

Tidak Memiliki Izin Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat dan Maslahah Mursalah”.23 Penelitian empiris ini

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan konseptual, dengan landasan

empat teori utama yaitu pengawasan, perizinan, zakat, serta maslahah mursalah.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun tidak terlalu signifikan,

Kementerian Agama Kota Malang tetap melakukan pengawasan terhadap LAZ

yang belum memiliki izin. Dari sudut pandang maslahah mursalah, pengawasan

tersebut seharusnya lebih ketat lagi untuk mencapai tujuan syariat. Ini dilakukan

karena jika penyaluran tidak diawasi oleh kemenag setiap daerah, ada

kemungkinan terjadi kesalahan. karena itu akan berdampak pada kebaikan

mustahiq dan muzzaki di masa depan.. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan

judul tesis yang akan penulis teliti karena sama-sama membahas tentang aspek

22 Mohd. Zaki, “Legalitas Lembaga Amil Zakat Dalam Hukum Islam Dan Perundang -
Undangan Di Indonesia ( Studi Kasus BAZNAS Kota Tangerang Selatan ),” Skripsi Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), hlm.1-98.

23 Fauza Shofia, “Peran Dan Upaya Kementrian Agama Dalam Melakukan Pengawasan
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yang Tidak Memiliki Izin Perspektif Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Maslahah Mursalah,” Skripsi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2023), hlm 1-136.
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perizinan LAZ dan salah satu teori yang digunakan yaitu teori perizinan. Namun

perbedaannya terletak pada variable masalah yang menjadi focus penelitian. Pada

penelitian lebih focus pada aspek pengawasan dari kemenag sedangkan pada

penelitian yang penulis teliti lebih fokus pada telaah dalam pelaksanaan

pemberian rekomendasi BAZNAS dalam pendirian dan perpanjangan izin

operasional LAZ.

Jurnal yang ditulis oleh Hamzah Rabbani dengan judul “Analisis Dampak

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Eksistensi dan

Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat

PKPU)”.24 Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi konsekuensi dari

amandemen UU No. 38/1999 terhadap tiga pihak yang telah terlibat dalam

pengelolaan zakat selama sepuluh tahun terakhir, yaitu LAZ, BAZNAS, dan

masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU 23/2011 sebelum uji materi

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PKPU di institusi. Namun,

setelah uji materi, PKPU merasakan dampak karena perlu melakukan beberapa

penyesuaian terkait operasional. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul

tesis yang akan penulis teliti karena secara substansial sama-sama menkritisi

dampak yang ditimbulkan dari pemberlakukan UU No.23/2011 terhadap

eksistensi LAZ. Namun perbedaannya terletak pada variable masalah yang

menjadi focus penelitian. Pada penelitian yang penulis teliti lebih fokus pada

24 Hamzah Rabbani and Dadang Romansyah, “Analisis Dampak Uu No. 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Eksistensi Dan Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat
(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Pkpu),” Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol 2:2
(2020), hlm. 117–46, https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.150.
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telaah dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi BAZNAS dalam pendirian dan

perpanjangan izin operasional LAZ.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Nur Fadhilah dengan judul “Subordinasi

Pengelolaan Zakat Oleh Masyarakat dalam Peraturan Perundang-Undangan

di Indonesia”. Penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyetujui

uji materil Undang-Undang No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal

31 Oktober 2013. LAZ diakui sebagai pembantu BAZNAS berdasarkan keputusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012. Oleh karena itu, sebagai lembaga

yang didirikan oleh masyarakat, LAZ hanya bersifat subordinat.25 Penelitian ini

memiliki kesamaan dengan judul tesis yang akan penulis teliti karena secara

substansial sama-sama membahas tentang LAZ dan regulasi yang berlaku. Namun

perbedaannya terletak pada variable masalah yang menjadi focus penelitian. Pada

penelitian ini lebih focus pada upaya subordinasi pengelolaan LAZ akibat

diterapkannnya UU No.23/2011. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih

fokus pada telaah dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi BAZNAS dalam

pendirian dan perpanjangan izin operasional LAZ.

Jurnal yang ditulis oleh Abd. Halim Mushthofa dan Ammar Kukuh Wicaksono

dengan judul “Efektifitas Regulasi & Pengelolaan Infaq, Sedekah, dan Dana

Sosial Keagamaan (Studi Kasus di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri)”.

Penelitian di jurnal ini menunjukkan bahwa keberhasilan undang-undang yang

mengatur pengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dapat

diukur dari keberadaan organisasi dan cara pengelolaannya dilaksanakan. Ini

25 Nur Fadhilah, “Subordinasi Pengelolaan Zakat Oleh Masyarakat Dalam Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia,” Yudisia, Vol. 7: 2 (2016), hlm. 498–533.
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menunjukkan bahwa gerakan koin NU-Care kota Kediri telah ada secara

kelembagaan tetapi belum dikelola dengan baik. Ini karena banyak warga NU

yang menyerahkan sedekah dan infak langsung kepada orang lain tanpa melalui

lembaga ini.26 Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul tesis yang akan

penulis teliti karena secara substansial sama-sama membahas tentang LAZ dan

efektifitas regulasi dan penelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan

yang berlaku. Namun perbedaannya terletak pada variable masalah yang menjadi

focus penelitian. Pada penelitian ini lebih focus pada efektifitas regulasi dan

pelaksaanaan. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih fokus pada telaah

dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi BAZNAS dalam pendirian dan

perpanjangan izin operasional LAZ.

Penelitian Imron Choeri, S.H.I.,M.H dengan judul “Rekonstruksi Regulasi

Pengelolaan Zakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat berbasis

Nilai Keadilan”. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme dengan

pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan teori keadilan Islam, keadilan

Pancasila, teori system hukum Lawrenc Friedman, Teori Penegakan Hukum

Progresif Jimly, teori maslahah, teori maqashidusy syariah, teori istihshan, dan

teori istishlahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya regulasi pengelolaan

zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum berbasis keadilan

terutama dalam ranah hukum positif di Indonesia dikarenakan masih ditemukan

beberapa ketidaksesuaian atau ketidaksempurnaan undang-undang zakat dan

peraturan perundangan lain sebagai pelaksana. Penelitian ini memiliki kesamaan

26 Mushthofa Abd Halim and Wicaksono Ammar Kukuh, “Efektifitas Regulasi &
Pengelolaan Infaq, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan (Studi Kasus Di Gerakan Koin NU-Care
Kota Kediri),” Jurnal At-Tamwil, Vol. 2:1 (2020), hlm. 23–50.
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dengan judul tesis yang akan penulis teliti karena secara substansial sama-sama

melakukan telaan terhadap regulasi pengelolaan zakat. Namun perbedaannya

terletak pada focus variable. Penelitian yang akan penulis teliti lebih berfokus

pada evaluasi pelaksanaan pasal yang membahas tentang perizinan pendirian dan

perpanjangan izin operasional LAZ.27

Penelitian Habibatul Fauziah dengan judul “Dampak Zakat, Infak, Sedekah

dan Wakaf (ZISWAF) Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul

Ulama (LAZIZNU) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari

Lampung”. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwasannya distribusi dana

KOIN NU secara tidak langsung berdampak positif terthadap kesejahteraan

masyarakat meskipun skala kebermanfaatannya barus secara konsumtif tradisional

dan kreatif namun masyarakat merasa terbantu. Namun untuk skala program

jangka Panjang belum mampu untuk direalisasikan karena LAZIZNU kecamatan

Batanghari masih tergolong lembaga zakat yang baru berdiri danmasih

kekurangan SDM.28 Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian tesis

yang akan penulis teliti karena salah satu variabelnya adalah menganalisis dampak

dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh LAZ dalam hal ini adalah LAZIZNU

Kecamatan Batanghari. Namun perbedaannya penelitian ini lebih focus menelaah

tentang dampak ZISWAF atas pengelolaan yang dilakukan oleh LAZ, sedangkan

27 I Choeri, “Rekontruksi Regulasi Pengelolaan Zakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan,” Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2022),
http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30887.

28 Habibatul Fauziah, “Dampak Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF) Lembaga
Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Batanghari Lampung Timur,” Tesis Institut Agama Islam Negeri Metro, (2023), hlm
1-206.
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penelitian tesis yang akan penulis teliti lebih focus pada aspek proses perizinan

legalitas dari LAZ.

Jurnal yang ditulis oleh Rifka Mustafida, dkk dengan judul “The

Implementation of Maqashid Shariah in Zakat Institution: Comparison

Between Indonesia and Malaysia”. Penelitian ini merupakan penelitian

komparatif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan dua lembaga zakat di

dua negara berbeda yaitu lembaga zakat Selangor di Malaysia dan BAZIS DKI di

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya LZS telah memenuhi

seluruh aspek maqashid syariah dalam program penyaluran zakat sedangkan

BAZIS DKI telah memenuhi tiga aspek maqashid syariah yaitu hifdz ad-din, hifdz

an-nafs dan hifdz an-nasl. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul tesis

yang akan penulis teliti karena secara substansial sama-sama membahas topik

zakat. Namun perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada implementasi

maqashid syariah dalam implementasi program penyaluran zakat, sedangkan

penelitian tesis yang akan penulis lakukan lebih menekankan pada aspek perizinan

institusi pengelola ZIS.29

Jurnal yang ditulis oleh Heni Meilita Purnama Subardi, Citra Sukmadilaga,

dan Indri Yuliafitri dengan judul “Analisis Tingkat Badan Pengelola Zakat di

Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia, dan Singapura)”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa MAIK dan MUIS sebagai lembaga pengelola zakat sudah

dianggap efisien dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana serta

29 Rifka Mustafida et al., “The Implementation of Maqashid Shariah in Zakat Institution:
Comparison Between Indonesia and Malaysia,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of
Islamic Economics and Business), Vol. 6:2 (2020), hlm. 317,
https://doi.org/10.20473/jebis.v6i2.23532.
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pengelolaannya. Sementara BAZNAS mengalami inefisiensi pada tahun 2013 dan

2015, ia telah mencapai tingkat efisiensi terbaik dalam dua tahun terakhir.30

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul tesis yang akan penulis teliti

karena secara substansial sama-sama membahas topik kelembagaan zakat. Namun

perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan analisis efisiensi lembaga

pengelola zakat dengan melakukan komparasi dari tiga negara. sedangkan

penelitian tesis yang akan penulis lakukan lebih menekankan pada aspek perizinan

institusi pengelola ZIS.

E. Kerangka Teori

1. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Regulasi Perizinannya

Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 23/2011, LAZ adalah lembaga

masyarakat yang bertugas mengelola zakat melalui kegiatan pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan. Regulasi terkait perizinan pendirian dan

perpanjangan operasional LAZ diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU No.

23/2011, yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 14/2014, Perbaznas No. 30/

2019, serta PMANo. 19/2024.

Untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Undang-Undang No. 23

Tahun 2011 mengatur sejumlah persyaratan yang menekankan aspek legalitas,

akuntabilitas, dan profesionalitas. Sebuah LAZ harus berbadan hukum atau

terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, memperoleh rekomendasi

dari BAZNAS, memiliki pengawas syariat, serta menunjukkan kemampuan

30 Hani Meilita Purnama Subardi, Citra Sukmadilaga, and Indri Yuliafitri, “Analisis
Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia Dan
Singapura),” ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11:1 (2020), hlm. 55–76,
https://doi.org/10.32678/ijei.v11i1.139.
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teknis, administratif, dan keuangan. Di samping itu, lembaga ini juga dituntut

bersifat nirlaba, menjalankan program pemberdayaan zakat, dan bersedia

diaudit secara berkala.31 Persyaratan tersebut dilengkapi dengan dokumen

administratif, seperti anggaran dasar, bukti pengesahan badan hukum,

rekomendasi BAZNAS, hingga pernyataan kesediaan untuk diaudit.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi pendirian LAZ dirancang untuk

memastikan lembaga yang berdiri benar-benar kredibel dan berorientasi pada

kesejahteraan umat.32

Pasal 10 PERBAZNAS RI No. 3 Tahun 2019 menetapkan bahwa izin

operasional pembentukan LAZ berlaku selama lima tahun dan dapat

diperpanjang melalui pengajuan permohonan beserta kelengkapan dokumen

paling lambat tiga bulan sebelum masa berlakunya habis. Sementara itu, Pasal

61 PP No. 14 Tahun 2014 mengatur bahwa proses penerbitan izin

pembentukan LAZ harus diselesaikan dalam waktu 15 hari sejak permohonan

tertulis diterima. Adapun Pasal 8 dan 14 PERBAZNAS RI No. 3 Tahun 2019

menegaskan bahwa rekomendasi izin pembentukan maupun perpanjangan

LAZ wajib diselesaikan paling lama 20 hari kerja setelah dokumen

permohonan dinyatakan lengkap oleh BAZNAS.33

31 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 18 ayat (2) huruf
c.

32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 57 - 58.

33 Perbanas RI No.23/2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin
Pembentukan Dan Perwakilan LAZ, Pasal 61.
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Pada konteks ini, teori LAZ dan regulasi perizinananya memiliki peranan

yang sangat penting. Dengan diberikan pemaparan mengenai hal tersebut

dapat menunjukkan kepada pembaca untuk mengetahui bagaimana sejatinya

sejarah LAZ di Indonesia serta regulasi-regulasi yang mengaturnya. Dari hal

ini tentunya sebagai sebuah awal pintu masuk untuk mengetahui problematika

isu yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan LAZ sehingga dapat

dianalisis lebih mendalam dan dikemudian dapat menumbuhkan kepercayaan

ditengah masyarakat dalam pengeloaan zakat melalui sebuah lembaga.

2. Teori Hukum Kewenangan

Secara terminologi, dalam Istilah bahasa Inggris kewenangan atau

wewenang sering dipersamakan dengan authority. Sedangkan dalam bahasa

Belanda, istilah kewenangan dipersamakan dengan istilah bevoegheid.

Bevoegheid ini dalam literatur hukum di Indonesia didefinisikan sebagai

kewenangan, kekuasaan, kecakapan, atau hak.34 Definisi terminologi ini

menunjukkan bahwa secara umum, kewenangan dan wewenang berasal dari

akar bahasa bahasa dan makna yang memiliki kaitan erat dengan

kekuasan/kecakapan manusia atau badan hukum dalam melakukan suatu

tindakan.

Secara yuridis, kewenangan pemerintah didefinisikan pada pasal 1 ayat 6

yang menyebutkan kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau pejabat

pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah

34 Mohammad Zamroni, “Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata,”
Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 36:02 (2024), hlm. 495–518.
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hukum publik. 35 Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan memiliki

legitimasi hukum yang kuat dan hanya dapat dijalankan dengan batasan yang

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ateng Syafrudin mendefiniskan mendefinisikan kewenangan sebagai

kekuasaan yang bersumber dari undang-undang, sehingga sering pula disebut

sebagai kekuasaan formal, oleh karena itu kewenangan ini juga disebut

dengan kekuasaan formal. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu

bagian tertentu dari kewenangan. Sehingga dari hal ini dapat terlihat

bahwasannya didalam suatu kewenangan disitu juga ada wewenang.

Berdasarkan dari definsi terminologi, yuridis, dan ahli dapat disimpulkan

bahwa antara kewenangan dan wewenang memiliki suatu perbedaan dan tidak

dapat dipersamakan. Perbedaan ini terletak pada asal usul dan karakteristiknya.

Kewenangan dipahami sebagai kekuasaan formal yang bersumber dari

undang-undang, sementara wewenang merupakan bagian atau spesifikasi dari

kewenangan tersebut. Dengan demikian, setiap subjek hukum yang

memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang memiliki hak untuk

melaksanakan tindakan sebagaimana tercantum dalam kewenangan yang

diberikan.

Adapun dilihat dari perspektif teori wewenang, sumber kewenangan dari

peraturan perundang-undangan dapat diperoleh dari 3 cara yaitu:

a. Atribusi

35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, Pasal 1 Ayat 6.
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Menurut UU No. 30 tahun 2014 pasal 1 angka 22 yang menyebutkan

bahwasanya atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau

Pejabat Pemerintah oleh UUD 1945 atau Undang-Undang.

b. Delegasi

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 pasal 1 ayat 23 Delegasi

dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat

pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, dimana tanggung

jawab serta tanggung gugat sepenuhnya beralih kepada pihak penerima

delegasi

c. Mandat

Menurut UU No. 30 Tahun 2014, Mandat merupakan pelimpahan kewenangan

dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah,

namun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap melekat pada pemberi mandat.36

Pada konteks penelitian ini, teori kewenangan sangat berguna untuk

membedah konstruksi hukum formal yang memberikan fungsi ganda kepada

BAZNAS sebagai regulator dan eksekutor dalam pengelolaan zakat. Adanya

kontruksi hukum ini dapat digunakan untuk menguji legitimasi hukum dengan

menelusuri sumber kewenangan pemberian rekomendasi oleh BAZNAS atas

pengajuan izin operasional LAZ apakah didapatkan melalui atribusi, delegasi

atau mandat. Kemudian, teori kewenangan ini juga digunakan untuk

mengidentifikasi konflik-konflik kepentingan sepeti apa yang terjadi akibat

pelaksanaan regulasi tersebut dengan melihat dan membandingkan regulasi-

36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, Pasal 1 Ayat 24.
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regulasi yang ada dengan data-data realita yang menunjukkan adanya

ketidakseimbangan yang berujung terjadi konflik kepentingan antar elemen

tersebut.

3. Teori Critical Legal Studies

a. Latar Belakang Critical Legal Studies

Critical Legal Studies (CLS) atau Studi Hukum Kritis muncul sebagai

gerakan intelektual pada akhir 1970-an di Amerika Serikat, sebagai

respons terhadap kegagalan hukum liberal dalam menjawab persoalan

ketidakadilan sosial yang mengemuka pada era 1960-an. Gerakan ini

dipelopori oleh sejumlah pemikir kritis seperti Roberto Unger, Duncan

Kennedy, dan David Kairys, yang menolak pandangan tradisional tentang

hukum sebagai instrumen yang netral dan objektif. Sebaliknya, CLS

memandang hukum sebagai produk konstruksi sosial yang tidak terlepas

dari kepentingan kekuasaan dan politik.

b. Akar pemikiran Critical Legal Studies

Akar pemikiran CLS berangkat dari ketidakpuasan terhadap

formalisme dan positivisme hukum yang dominan saat itu. Aliran ini

menolak gagasan bahwa hukum bisa dipisahkan dari realitas sosial atau

hanya sekadar kumpulan aturan teknis yang otonom. Roberto Unger, salah

satu tokoh utamanya, menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai

alat transformasi sosial, bukan sebagai pelestari status quo. Menurutnya,
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hukum yang adil harus mampu mendorong perubahan struktural dan

memberdayakan kelompok yang termarjinalkan.37

Sementara itu, David Kairys melihat hukum liberal sebagai alat

kapitalisme yang secara sistematis menguntungkan kelas pemodal dan

menindas kelompok lemah. CLS juga mengkritik habis-habisan dualitas

hukum yang kontradiktif: di satu sisi, hukum bisa menjadi alat pembela

kaum tertindas, tetapi di sisi lain, ia juga berfungsi sebagai instrumen

represif yang menjaga kepentingan penguasa. Kritik ini terutama ditujukan

terhadap sistem hukum yang mengklaim netralitas, tetapi dalam

praktiknya justru melanggengkan ketimpangan.38

c. Pokok-Pokok Dasar Paradigma Criticaal Legal Studies (CLS)

F.A. Samekto dalam karyanya Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap

Hukum Modern menjelaskan adanya enam pola dasar yang menjadi fokus

dalam mengkaji, menolak, dan merekonstruksi asas maupun teori hukum

yang berlaku. Pola dasar tersebut meliputi: (1) penolakan terhadap

liberalisme, (2) penekanan pada kontradiksi fundamental, (3) peminggiran

dan delegitimasi, (4) penolakan terhadap formalisme, (5) penolakan

terhadap positivisme, serta (6) penguatan integrasi antara politik dan

hukum:39

37 Abyan Zhorif, Dkk, “Studi Filsafat Dalam Gerakan Hukum Kritis : Analisis Filsafat
Hukum Kritis Roberto Unger Dalam Konteks Amerika,” Praxis: Jurnal Filsafat Terapan
Rumusan, Vol. 02:01 (2025), hlm. 1–25, https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx.

38 Rizky Saeful Hayat, “Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme
Hukum,” Hermeneutika, Vol. 5:2 (2021), hlm. 236–41,
http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA.

39 FX Adji Samekto, Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern (Bandung,
2005), hlm. 106-113.
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Berdasarkan dari pemaparan tersebut, teori critical legal studies

memiliki anggapan bahwa hukum tidak pernah netral. Hal ini dikarenakan

hukum dibuat untuk melindungi kepentingan suatu kelompok tertentu atas

kelompok yang lain. Ketika dikontekstualisasikan pada penelitian, adanya

aturan mendapat rekomendasi BAZNAS itu adalah hal yang netral karena

termaktub dalam Undang-Undang. Melalui pendekatan teori CLS,

penelitian ini berupaya untuk membedah secara lebih kritis apakah hukum

yang dibuat benar-benar netral atau justru mengandung kepentingan lain

yang terselubung.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk mendukung penelitian yang

berkualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di bawah ini

adalah metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 18 Ayat 2

tentang Syarat Pendirian Izin Operasional LAZ di Indonesia (Tahun Pelaksanaan

2017 – 2025)” merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum

normative-empiris. Pada penelitian hukum normative-empiris terdapat dua tahap

kajian, yaitu kajian hukum normative dan kajian hukum empiri.

Menurut Muhaimin dalam buku yang berjudul “Metode Penelitian Hukum”,

penelitian hukum normative adalah penelitian yang meneliti dan mengkaji tentang

hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori

hukum dan kepusatakaan guna menjawab permasalahan hukum yang sedang
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diteliti. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang melakukan

analisis dan kajian terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat guna mencapai

apa yang telah ditentukan.

Pada konteks penelitian ini, penelitian hukum normative dimaksudkan untuk

memberikan argumentasi dan penilaian tentang bagaimana UU No. 23/2011

tentang pengelolaan zakat pasal 18 ayat 2 beserta turunannya tersebut dirancang

baik dari struktur kewenangan, potensi bias norma, maupun benturan atas

kewenangan yang diberikan undang-undang yang menyebabkan adanya

ketidakadilan struktural. Kemudian, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk

melihat bagaimana implementasi norma hukum terkait perizinan LAZ serta

dampaknya terhadap kemandirian dan posisi kelembagaan LAZ. Teori hukum

kewenangan dan critical legal studies berperan besar bagi penulis untuk

mengungkap ketidakadilan struktural dan dampak yang ditimbulkan akibat

pemberlakukan regulasi tersebut.

Hasil penerapan dari penelitian normative-empiris tpada akhirnya dapat

difahami, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan

sebagaimana patutnya atau tidak. Hal ini dapat diketahui dari hasil penerapan

hukum. Apabila hasil yang ditentukan telah tercapai, berarti ketentuan (norma) itu

sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila hasilnya tidak tercapai atau

walaupun tercapai tidak sebagaimana patutnya, berarti ketentuan (norma) tidak

dilaksanakan sebagaimana layaknya.40

2. Objek dan Variabel Penelitian

40 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020),
hlm. 115.
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Objek kajian penelitian hukum normative-empiris adalah norma hukum dan

penerapannya dalam masyarakat termasuk perilaku masyarakat dalam

menerapkan aturan hukum. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian

adalah norma hukum dan implementasi perizinan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

sebagaimana yang diatur dalam UU No.23/2011 pasal 18 ayat 2.

Penelitian ini memiliki dua variable utama yaitu: pertama, bentuk dan sumber

kewenangan BAZNAS atas control terhadap tata kelola zakat berupa pemberian

rekomendasi izin operasional LAZ, serta pengawasan dan pelaporan aktivitas

operasional LAZ. Pada variabel ini, teori hukum kewenangan digunakan sebagai

alat analisis untuk mengungkap bentuk dan sumber kewenangan yang

menyebabkan munculkan ketidakseimbangan system dan konflik kepentingan

dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Kedua, Ketidakadilan struktural dalam

regulasi perizinan LAZ. Ketidakadilan struktural adalah sebuah kondisi dimana

terjadi ketimpangan yang terjadi secara sistematis dan merugikan, akibat desain

regulasi dan praktik tata kelola perizinan LAZ yang tidak seimbang. Pada variabel

ini, teori critical legal studies berperan untuk mengungkap mengapa ketidakadilan

struktural dan konflik kepentingan dalam pengelolaan zakat tersebut terjadi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sarana yang digunakan peneliti untuk

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu permasalahan yang

sedang diteliti. Untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian hukum

normative-empiris, penulis menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
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Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menelaah

semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu

hukum terkait. Pendekatan konteks pengelolaan zaakatm pendekatan ini

digunakan untuk menganalisis konstruksi hukum tentang perizinan Lembaga

Amil Zakat (LAZ) sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23/2011 beserta

turunannya. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah dasar normative,

struktur dan ruang lingkup kewenangan, serta tujuan pengaturan perizinan

LAZ dalam system zakat nasional.

Adapun sumber data yang digunakan pada pendekatan ini adalah sumber

data sekunder berupa UU No. 38/1999, UU No.23/2011, Peraturan Pemerintah

No. 14/2014, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 / 2024, Peraturan

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS RI) No. 3 /

2018, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012, serta putusan

Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XXII/2024.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

dihadapi. Pada konteks pengelolaan zakat, pendekatan ini digunakan untuk

mengkaji praktik perizinan LAZ dalam implementasinya. Melalui pendekatan

ini, peneliti berupaya untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan

dalam praktik serta problematika apa saja yang muncul dalam pelaksanaannya.

Adapun sumber data yang digunakan pada pendekatan ini adalah sumber

data primer dan sekunder. Sumber dasar primer berasal dari hasil wawancara
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dari beberapa narasumber seperti pejabat Kementerian Agama Republik

Indonesia (Kemenag RI), pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik yang

sudah maupun belum berizin, serta pengurus Forum Zakat (FOZ). Kemudian

sumber data sekunder berasal dari studi dokumen yang berasal dari laporan

tahunan BAZNAS, IDEAS, materi judicial review tahun 2024 terhadap

Undang-undang No. 23/2011, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, berita,

serta sumber lain yang relevan.

c. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.41 Pada

konteks penelitian ini, pendekatan konseptual mengacu pada teori hukum

kewenangan dan teori critical legal studies. Penggunaan teori ini digunakan

untuk menganalisis relasi kuasa, potensi konflik kepentingan, potensi bias

norma, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan struktural antar

lembaga pengelola zakat, serta dampak yang ditimbulkan akibat ketidakadilan

struktural tersebut. Adapun sumber data yang digunakan berasal dari sumber

data sekunder berupa buku, jurnal, serta artikel ilmiah lainnya.

4. Data Penelitian

Terdapat dua jenis data yang digunakan untuk melakukan kajian pada

penelitian normatif-empiris, yaitu data sekunder dan data primer. Menurut

Muhaimin, data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan dan studi

dokumen. Pada penelitian ini, studi kepustakaan yang digunakan meliputi buku,

41 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm.57.
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jurnal, proseding seminar, serta bahan hukum lainnya.42 Sedangkann untuk studi

dokumen meliputi hukum perundang-undangan dalam hal ini yaitu UU

No.23/2011 beserta turunannya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-

X/2012, putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XXII/2024, Materi JR UU

Zakat 2024 dan draf permohonan pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Selain itu studi dokumen juga meliputi dokumen-dokumen laporan BAZNAS,

IDEAS, dan pegiat filantropi Islam yang lainnya.

Kemudian untuk data primer merupakan data lapangan yang diperoleh dari

responden dan informan, sehingga data ini merupakan sumber data utama.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa narasumber yaitu

Kementrian Agama RI, pengurus Forum Zakat (FOZ), beberapa pengurus

Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik yang sudah berizin maupun belum berizin..

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menganalisis problematika yang menjadi keresahan, dibutuhkan data-

data akurat. Dalam menemukan data, dibutuhkan suatu Teknik yang dapat

digunakan untuk mendapatkan data-data dan memenuhi standar data yang

perlukan. Pada penelitian ini digunakan dua Teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal melalui

percakapan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan obyek yang akan

diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui hal-hal

yang terkadung dalam pikiran atau hati orang lain tentang pandangannya

42 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 137.



35

tentang fenomena atau kasus yang sedang menjadi persoalan dalam

penelitian.43 Wawancara ini penting dilakukan karena dengan dilakukan

wawancara peneliti dapat mendapatkaan perspektif yang lebih mendalam

tentang dampak regulasi. Sehingga nantinya dapat mengeksplorasikan

tantangan, keluhan, dan saran perbaikan yang diperlukan.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menentukan

beberapa objek informan dengan menggunakan Teknik sampling. Menurut

croswell, sampling / sampel adalah subkelompok dari populasi target yang

direncanakan diteliti oleh peneliti untuk menggeneralisasikan tentang populasi

target.44 Teknik sampling ini digunakan karena peneliti tidak dapat

menjangkau seluruh objek informan untuk mendapatkan data, sehingga

dengan beberapa sample yang digunakan diharapkan dapat merepresentasikan

fakta-fakta hukum yang terjadi dalam proses perizinan LAZ. Pada konteks ini

sampling informan yang akan penulis jangkau berasal dari beberapa unsur

yaitu pejabat Kemenag RI, pengurus Forum Zakat (FOZ), beberapa sample

LAZ baik yang sudah berizin operasional maupun yang belum.

b. Dokumentasi

Dokumentasi didefinisikan sebagai catatan peristiwa yang telah lalu. Hal

ini dapat berupa tulisan,gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dalam sebuah penelitian, dokumentasi ini didefinisikan sebagai suatu teknik

mencari data yang berkenaan dengan hal-hal atau variable berupa catatan,

transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah prasarti, notulen rapat, legger,

43 Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, hal. 143.
44 John W Creswell, Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima

Pendekatan, terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 128.
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agenda, dan sebagaianya. Data yang didapat melalui Teknik dokumentasi ini

nantinya akan digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil

wawancara agar data yang didapatkan menjadi data yang utuh dan dapat

dipertanggungjawabkan secara akademik. Selain itu, Teknik dokumentasi ini

juga sangat penting dilakukan guna memahami kerangka hukum dan

perubahan kebijakan yang ada sehingga data sekunder yang ada dapat menjadi

dasar untuk analisis kebijakan yang berlaku. Dokumentasi dalam penelitian ini

dapat berupa draf undang-undang, hasil putusan MK, draf judicial review

undang-undang No. 23 tahun 2011 dan lain-lain yang relevan dengan topik

permasalahan.45

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif empiris, tahap selanjutnya setelah

melakukan pengumpulan terhadap sumber data primer dan sekunder adalah

melakukan pengolahan data dengan runtut, sistematis, sehingga data tersebut

dapat dilakukan analisis dengan mudah dan dapat menghasilkan kesimpulan yang

dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun dalam melakukan pengolahan data terdapat beberapa tahapan yang

dilalui secara berurutan, yaitu pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi,

penyusunan data, validasi data, serta yang terakhir analisis data.46 Analisis data

merupakan suatu tahapan untuk melakukan telaah atau kajian terhadap hasil data

yang didapatkan kemudian dihubungkan dengan teori-teori akademik. Dalam

45 Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, hlm 149.

46 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 139.
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penelitian ini data yang telah pengolahan akan dihubungkan dengan teori hukum

kewenangan dan critical legal studies untuk dilakukan telaah terhadap

problematika dan fakta empiris guna mencari jawaban atas rumusan masalah yang

dipertanyakan.

Pada penelitian ini menggunakan dua tipe analisis data, yaitu analisis

kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis yang

didasarkan pada data-data berupa angka atau perhitungan. Dalam penelitian ini

data-data tersebut berupa laporan data tahunan pengelolaan zakat yang didapatkan

dari website resmi BAZNAS, serta data-data kuantitatif lainnya yang didapat dari

berbagai sumber yang tersedia. Kemudian analisis kualitatif adalah analisis data

yang tidak menggunakan perhitungan angka melainkan suatu analisis yang

memberikan gambaran / deskripsi atas temuan, biasanya dalam analisis ini data

yang digunakan bersumber dari hasil wawancara dan pernyataan dari informan.

Setelah dilakukan analisis menggunakan dua tipe ini langkah selanjutnya adalah

melakukan interpretasi guna membangun argumentasi hukum. Kemudian setelah

tahap terakhir adalah dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif,

dimana data yang telah selesai diolah dan dianalisis ditarik kesimpulan dari

permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti akan membahas tesis ini secara sistematis dalam lima bab yaitu:

Bab I memberikan penjelasan singkat tentang isi penelitian, yang mencakup

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaannya, telaah

literatur, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.
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Bab II LAZ dalam Kajian Sejarah Regulasi dan Teoritik, pada bab ini akan

memuat pembahasan mengenai LAZ dalam kajian sejarah pengelolaan zakat di

Indonesia, pelaksanaan perizinan LAZ dalam kerangka teori hukum kewenangan,

dan regulasi perizinan LAZ dalam teori Critical Legal Studies.

Bab III Realitas Empiris Problematika Regulasi Pendirian LAZ di Indonesia.

Pada bagian ini akan memuat pembahasan tentang gambaran umum tugas dan

peran BAZNAS dan LAZ, gambaran umum regulasi dan mekanisme perizinan

LAZ, Hambatan administrative dan ketimpangan struktural terhadap regulasi

pendirian LAZ, serta dampak regulasi pendirian LAZ terhadap partisipasi

dankesejahteraan masyarakat.

Bab IV Regulasi Pendirian LAZ Perspektif Teori Kewenangan dan Critical

Legal Studies. Pada bab ini akan dilakukan analisis mendalam serta berlapis

terhadap regulasi pemberian izin operasional LAZ perspektif hukum kewenangan,

analisis mendalam dan berlapis terhadap ketidakadilan struktural dalam UU No.

23/2011 pasal 18 ayat 2 tentang perizinan operasional LAZ perspektif Teori

Critical Legal Studies, serta implikasi pemberlakukan regulasi pendirian LAZ.

Bab V mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini berisi kesimpulan dari

seluruh rangkaian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya

serta jawaban atas masalah yang sedang dibahas. Selain itu, bab ini juga berisi

daftar pustaka dan lampiran, serta rekomendasi peneliti.
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Bagan 1. 1 Peta Konsep Penelitian

FENOMENAAWAL

Potensi zakat di Indonesia sangat besar namun realisasinya masih sangat rendah

IDENTIFIKASI MASALAH

Disebabkan karena adanya ketidakadilan struktural dalam perizinan LAZ

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana bentuk atribusi kewenangan
BAZNAS dalam perizinan LAZ menurut UU
No. 23/2011 dan dampaknya terhadap
kemandirian LAZ?

Mengapa regulasi pendirian izin operasional
LAZ pada pasal 18 ayat 2 UU No. 23/2011
beserta turunannya menciptakan ketidakadilan
structural dalam pengelolaan zakat?

Analisis dengan Teori Hukum Kewenangan Analisis dengan Teori Critical Legal Studies

Kerangka Analisis Gap:

Idealitas vs Realitas

Pengumpulan Data

Primer dan Sekunder

Analisis & Temuan

1. Konflik Kepentingan
2. Marginalisasi LAZ
3. Hukum Sebagai Produk Politik

Tujuan Akhir

Rekomendasi kebijakan untuk tata kelola
zakat yang lebih adil
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian paparan dan analisis yang telah peneliti tuangkan pada

bab-bab selanjutnya didapatkan sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan

masalah yang dikaji sebagaimana berikut:

1. Secara normative, tujuan pengelolaan zakat menurut UU No. 23/2011 adalah

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan

zakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, UU mengakui secara sah

BAZNAS dan LAZ sebagai actor pengelolaan zakat yang saling bersinergi,

berkoordinasi, dan berkolaborasi. Namun fakta empiris menunjukkan,

terjadi tumpang tindih distribusi kewenangan antar BAZNAS dan LAZ.

Akibatnya terdapat dominasi kewenangan yang kuat dimiliki oleh BAZNAS.

Dominasi ini menyebabkan munculnya persaingan antara BAZNAS dan LAZ

yang membuat hubungan koordinatif antar dua kelembagaan tersebut menjadi

tidak seimbang, Ketidakseimbangan tersebut memunculkan problematika

lanjutan seperti conflict of interest, bias penafsiran norma, serta hambatan

administrative terkhusus pada perizinan operasional LAZ yang berdampak

pada kemandirian LAZ.

2. Perspektif Teori Hukum Kewenangan, adanya tumpang tindih distribusi

kewenangan menyebabkan hubungan antar regulasi, praktik manajerial, serta

mekanisme control terhadap pengelolaan zakat menjadi tidak optimal.

Akibatnya, atribusi kewenangan pengelolaan zakat, terutama kewenangan
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BAZNAS dalam memberikan surat rekomendasi perizinan operasional LAZ

tidak lagi sesuai dengan prinsip hukum kewenangan yang proporsional dan

berkeadilan. Meskipun status atribusi tersebut sah dimana hukum, namun

atribusi tersebut dimanfaatkan oleh BAZNAS sebagai alat dominasi yang

dapat menghambat kemandirian masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat.

Akibatnya, atribusi wewenang ini berdampak pada munculnya konflik

kepentingan, ketidakadilan struktural, bertumbuhnya jumlah LAZ illegal,

berkurangnya akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga pengelola zakat formal, serta melenceng dari tujuan

normative sebagai suatu badan yang saling bersinergi dalam memaksimalkan

potensi zakat di Indonesia.

3. Perspektif Critical Legal Studies (CLS), ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No.

23 Tahun 2011 beserta peraturan turunannya tidak sekadar mengatur

mekanisme perizinan operasional LAZ, tetapi merefleksikan bagaimana

hukum dijadikan alat legitimasi kekuasaan negara dalam mengontrol ruang

sosial-keagamaan umat Islam. CLS menolak klaim netralitas dan objektivitas

hukum, karena pada hakikatnya hukum selalu lahir dari konfigurasi

kepentingan politik dan ekonomi yang dominan. Problematika dalam

perizinan LAZ bukan hanya sekedar problem teknokratis, melainkan

representasi dari reproduksi kekuasaan negara atas sumber daya keagamaan

umat, yang menjauhkan hukum zakat dari tujuan keadilan sosial dan nilai-

nilai emansipatoris Islam dalam pengelolaan zakat.
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B. SARAN

1. Pada aspek normative sesuai dengan rekomendasi yang tertera pada

putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XXII/2024 perlu sesegera

mungkin dilakukan revisi atas UU No. 23/2011 terutama pada pasal-

pasal yang memuat perdebatan public atas indikasi adanya upaya

restriksi dan marjinalisasi terhadap LAZ yang menyebabkan

ketidakadilan struktural agar dapat direvisi dengan memuat pasal-pasal

yang lebih inklusif dan partisipatif.

2. Pada aspek praktis, perbaikan system perizinan, penguatan peran LAZ,

serta pengawasan terhadap aktivitas pengawasan terhadap OPZ sangat

perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan dengan adanya restriksi yang

ketat akibat pemberlakukan UU No.23/2011 beserta turunannya

menimbulkan jumlah LAZ illegal yang melakukan aktivitas operasional

tanpa adanya pengawasan berkembang semakin banyak sehingga sangat

berbahaya ketika terus dibiarkan. Berkaca dari hal ini, adanya

pembukaan keran perizinan yang dipermudah dengan melakukan

penyerderhanaan prosedur birokasi dapat mengurangi jumlah LAZ

illegal sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada aspek penguatan

kelembagaan dan pengawasan yang dapat mempersempit adanya ruang

penyalahgunaan dana zakat serta meningkatkan kepercayaan public atas

kinerja lembaga pengelola zakat.

3. Pada aspek kenegaraan, peran negara dalam pengelolaan zakat tentunya

sangat dibutuhkan, namun perlu adanya pembatasan-pembatasan
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kewenangan seperti pemisahaan fungsi regulator dan operator dalam

pengelolaan zakat agar tercipta system check and balance yang sehat

dalam pengumpulan, pemberdayaan, pendistribusian, dan pengawasan

zakat

4. Pada aspek implementatif, BAZNAS dan LAZ selaku OPZ yang sah

dalam menjalankan pengelolaan zakat diharapkan dapat melakukan

evaluasi terhadap tata kelola zakat yang lebih adil, efektif dan

kolaboratif serta diimbangi dengan semangat dalam peningkatan

kapasitas SDM dan pelayanan guna meningkatkan trust masyarakat akan

kehadiran lembaga pengelola zakat. Sehingga endingnya dari hal ini

potensi zakat dapat diraih secara optimal dan dapat digunakan untuk

peningkatan kesejahteraan umat.

5. Pada aspek keberlanjutan penelitian, peneliti menyarankan pada peneliti

selanjutnya dalam melakukan penelitian pada aspek “Hegemoni Negara

atas Zakat Sebagai Alat Depolitisasi Masyarakat Sipil: Analisis Wacana

Kritis dalam Pembentukan UU Pengelolaan Zakat”. Sehingga dari

penelitian selanjutnya ini dapat memperkuat puzzle yang belum peneliti

bahas secara mendalam.
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